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PENDAHULUAN

A. UMUM

_— S“::“: satu .ﬂﬂl duri' informasi adalah hasil dari pengolahan data schingga menjadi

y.' 12, penting bagi pencrimanya dan mempunyai kegunaan schagai dasar dalam
pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung, saat ity juga ata
sccara tidak langsung pada saat mendatang, Informasi haruslah memben manfaat dan

kualitas yang baik bagi masyarakat. Informasi yang berkualitas memiliki nilai yang akurat,
panjangan tangan dari

g scjalan dalam upaya

tepat waktu dan relevan. Komisi Informasi Dacrah scbagai per|

Komisi Informasi Pusat di dacrah mempunyai tanggung jawab yan
an bermanfaat.

mencerdaskan masyarakat melalui informasi yang berkualitas d
dibentuk oleh Undang

Tanggung jawab itu masuk dalam fungsi lembaga yang
s Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
(’ Keterbukaan Informasi Publik yakni :

1. Bagi Rakyat, adalah UU yang memberikan jaminan kep

Informasi Publik untuk meningkatkan peran aktif mereka

pelaksanaan penyclenggaraan negard maupun
lik.

epada Badan Publik

membuka akses atas

publik. Tujuan dari UU

ada rakyat memperoleh
dalam penyclenggaraan

negara, baik pada tingkat pengawasan,
pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan pub
2. Bagi Badan Publik, adalah UU yang memberikan kewajiban k
untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta

ublik, baik secara aktif (tanpa didahului permohonan) maupun secara pasif

Informasi P
(dengan permohonan oleh Pemohon).

Sedangkan manfaat dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dibuat

dengan tujuan :

(2 . :
\ 1. Ada jaminan hak bagi rakyat untuk mengetahui rencana, program. proses, alasan

pengambilan suatu keputusan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang

banyak;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dal

pengelolaan Badan Publik yang baik;
aan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien,

am proses pengambilan kebijakan publik dan

3. Mendorong penyelenggar

serta akuntabel;
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4. Menp i
engembangkan ity pengetahuan d

. an mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau;
S. Meningkatkan kualit ; :

Publik untuk mc“ghu;‘;kl)cnlgclolmm. dan pc?uynnzm informasi di lingkungan Badan
Karena itu fungsi K1 o I-"ﬁmmlSI PR :
Publik dan permura: | ak:xdnlah menjalankan Undmng-Un.dnng KcI‘crbukaan Informasi
Informasi Publik dap pe sanlamnya, menetapkan petunjuk lckms' slanfizuj layanan
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau

Ajudikasi nonlitigasi.

Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya termasuk
menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan
Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan ajudikasi nonlitigasi. KI terdiri dari
Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Komisi Informasi Dacrah (KID) yang bekerja di
wilayah setingkat Provinsi. Komisioner adalah anggota Kl terlepas dari jabatan

strukturalnya di K1.

. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah—daerah Swatantra Tingkat I
Sumnatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang,.

2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126).
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Y 2 2

Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota.
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- Peraturg, .
" Pemerinta, Nomor 41 Tahyn 2007 tent

ro ang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Peranpkqt Daerah, )

11. Peraturg, '
n Komisj : .
| - St Informasi (PERKI) No. | tahun 2010 tentang Standar Layanan
nformas; Publik,
12. Permendagsi
g1t No. 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentas;j.
13. Peratyr
| Taturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas
dJlmgkUnga.n Pemerintah Dacrah Provinsi Sumatera Barat, scbagaimana telah diubah
I dengan Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2019.
14, Pennendargdj No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaa Pembangunan dan Keuangan Dacrah.
15.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

/6 1. Memberikan edukasi kepada instansi/badan publik untuk taat hukum.
2. Menyatukan dan menyamakan persepsi instansi/badan publik terkait dengan
Keterbukaan Informasi Publik.

3. Melaksanakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau

ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi public.

Il. TARGET/SASARAN YANG INGIN DICAPAI
Sasaran yang hendak dicapai dari Kegiatan Dukungan Administrasi Komisi Informasi dan
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini adalah

1. Dukungan Administrasi KI selama 12 bulan
2. Jumlah sengketa informasi yang diselesaikan sebanayak 90 persen
3. Lomba Design Grafik Tingkat Sumatera Barat sebenyak 1 kali
[Q‘ 4. Lomba Jumnalistik Tingkat Sumatera Barat sebanyak 1 kali
| 5. Lomba Penulisan Blog Tingkat Sumatera Barat sebanyak 1 kali
6. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 sebanyak 1 kali
7. Publikasi Media Online Rutin ke 20 media
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LINCKUP PERERJAAN

Lmghep pdojam dan Lopisten i adalsh melipen rapat-rapat koordmasi, monitoring dan
oalvas KahKotn sosalisas pononnghatan Aaterbukazn informax, vistasi heterbukaan
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JADWAL PLLAKSANAAN KEGIATAN
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Padang,  Scptember 2021
KABID PENGFLOLAAN INFORMASSI
DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Indra Suffma, S.Kom

NIP, 1969003 199803 1 003
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